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Abstract : 
This research aims to analyze and describe the implementation of the Capacity Development Policy for State 
Civil Apparatus at the Mulia District Office, Puncak Jaya Regency as well as the supporting and inhibiting 
factors for the Implementation of the Capacity Development Policy for the State Civil Apparatus at the Mulia 
District Office, Puncak Jaya Regency. This research is important to increase the capacity of ASN for public 
services and good governance in Puncak Jaya Regency. This research is qualitative descriptive research with 
data collection techniques used are observation, interviews and documentation techniques. The data analysis 
techniques used are data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this research 
show that the implementation of the Capacity Development Policy for State Civil Apparatus at the Mulia 
District Office, Puncak Jaya Regency, Communication in its understanding is sufficient. Internal resources in 
developing ASN capacity are understood. The disposition in developing ASN has been carried out through 
efforts by the district head. Bureaucratic structure of apparatus resource management through planning, 
organizing, directing, controlling, procuring labor, developing, compensating, integrating, maintaining, 
disciplining and terminating employment relations. Apart from that, there are supporting and inhibiting 
factors for the implementation of the State Civil Apparatus Capacity Development Policy at the Mulia District 
Office, Puncak Jaya Regency based on internal factors, namely the District Head is very supportive of 
developing ASN capacity in accordance with applicable regulations. As well as external factors, namely 
environmental factors and resource factors. 
 

Abstrak : 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Pengembangan 
Kapasitas Aparatur Sipil Negara Pada Kantor Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya serta faktor pendukung 
dan penghambat Implementasi Kebijakan Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Pada Kantor 
Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Penelitian ini penting untuk meningkatkan kapasitas ASN demi 
pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Puncak Jaya. Penelitian ini merupakan 
penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengembangan 
Kapasitas Aparatur Sipil Negara Pada Kantor Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya, Komunikasi dalam 
pemahamannya sudah cukup memahami. Sumber Daya dalam dalam mengembangkan kapasitas ASN telah 
paham. Disposisi dalam pengembangan ASN telah dilaksnakan melalui upaya-upaya oleh kepala distrik. 
Struktur Birokrasi manajemen sumber daya aparatur melalui perencanaan perencanaan ,pengorganisasian, 
pengarahan, pengendalian, pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi ,integrasi, pemeliharaan, 
disiplin dan pemutusan hubungan kerja. Disamping itu terdapat faktor pendukung dan penghambat 
Implementasi Kebijakan Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Pada Kantor Distrik Mulia 
Kabupaten Puncak Jaya berdasarkan faktor internal yaitu Kepala Distrik sangat mendukung pengembangan 
kapasitas ASN sesuai aturan yang berlaku. Serta faktor eksternal yaitu faktor lingkungan dan faktor sumber 
daya. 
 

Keyword: Implementation Policy, Improvement Capacity. Sate Civil Apparatus, Mulia District Office, 
Puncak Jaya Regency 
 
PENDAHULUAN
 

Kabupaten Puncak Jaya dengan 

Ibukota Mulia dibentuk dengan Undang-

Undang Republik Indonesia nomor 45 

Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi 

Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat, 

Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, 

Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong. 
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Distrik Mulia merupakan Ibu Kota 

Kabupaten Puncak Jaya, yang mana 

sebelum di mekarkan menjadi kabupaten  

merupakan salah satu Kecamatan dari 

Kabupaten Paniai yang saat ini berubah 

nama menjadi Kabupaten Nabire Provinsi 

Papua Tengah. 

Distrik Mulia sebagai barometer 

bagi Distrik-Distrik lainnya di Kabupaten 

Puncak Jaya, oleh karena itu sebagai Distrik 

Percontohan maka harus lebih baik dari 

Distrik lainnya dari sisi Pelayanan publik 

dan pengembangan aparatur sumber daya 

manusia. Pengembangan kompetensi 

pegawai adalah upaya untuk meningkatkan 

kemampuan teknis, teoritis, konseptual, 

dan moral pegawai sesuai dengan 

kebutuhan jabatan. Pengembangan ini 

didasarkan pada pemahaman bahwa 

seorang pegawai membutuhkan 

serangkaian pengetahuan, keahlian, dan 

kemampuan yang berkembang agar dapat 

bekerja dengan baik dalam melaksanakan 

tugas dan fungsinya. Pengembangan 

kompetensi pegawai meliputi seluruh 

aspek peningkatan kualitas pegawai, dan 

pelatihan diarahkan untuk memperbaiki 

prestasi kerja saat ini, sedangkan 

pengembangan bertujuan untuk 

mengembangkan keterampilan untuk 

pekerjaan masa depan (Hasanah & Sururi, 

2017). 

Pada  itahap  ipengembangan  

ipegawai,  iterdapat idua  iaspek  ikegiatan  

ipenting  iyang itidak  idapat  idipisahkan,  iyaitu 

ikegiatan  ipelatihan  idan ikegiatan 

ipengembangan  isumber  idaya  imanusia 

(Rahmad, 2015).  iKedua  ikegiatan  itersebut  

idimaksudkan  iuntuk imengembangkan  

ikompetensi  iyang idimiliki  ipegawai  iagar  

idapat  idigunakan  isecara  iefektif.  iSumber 

idaya  imanusia  imerupakan  ifaktor iyang 

ipaling  ipenting  idan ipaling  imenentukan  

idalam  isetiap  iorganisasi.  iTanpa  ididukung  

ioleh isumber idaya  imanusia  iyang 

iberkualitas,  iberbagai  ikelengkapan  idan 

isarana  iprasarana  iyang iada idalam  iorganisasi  

itidak  iakan  iberarti  ibanyak  ibagi  ikeberadaan 

organisasi (Hasibuan, 2008).  i 

Para  iahli idalam ibidang  imanajemen  

isumber  idaya  imanusia  isepakat  ibahwa 

ikualitas  isumber idaya  imanusia  iyang idapat  

imembawa  iorganisasi  iberhasil  idan isukses 

iditentukan  ioleh  ikompetensinya (Hasibuan, 

2009).  iKompetensi imerupakan  ikarakteristik  

isikap  idan  iperilaku  iyang iefektif  iyang  iakan  

imenentukan  ikinerja  iunggul  idalam  

ipekerjaan.  iUntuk  imencapai  ikompetensi 

iyang idibutuhkan,  idiperlukan  ipendidikan  

idan ipelatihan  iyang isesuai  idengan  ijabatan  

iASN.  i 

Pelaksanaan  iPendidikan  

iKepemimpinan  imelalui  iperaturan  

iLembaga  iAdministrasi  iNegara  iRepublik  

iIndonesia  i(LAN iRI)  inomor i5 itahun  i2022 

itentang  iPenyelenggaraan  iPelatihan  

iStruktural  iKepemimpinan.  iPelatihan  

iKepemimpinan  iditingkat  iDistrik  iyaitu 

iPelatihan  iKepemimpinan  iAdministrator  

i(PKA)  idan  iPelatihan  iKepemimpinan  

iPengawas  i(PKP).  iAktualisasi  

iKepemimpinan  i  iAdministrasi  iyaitu 

iaktualisasi  ikepemipinan  ikinerja  idan 

iaktualisasi  iKepemimpinan  iPegawas  iyaitu 

iPelayanan. 

Pendidikan  iFormal  imerupakan  

isalah  isatu  ifaktor iuntuk  imelihat  ikemampuan  

ipegawai  imelalui  ipengetahuan  ipegawai 

(Riyadi, 2010).  iBerdasarkan  idata  iyang 

ipeneliti  iperoleh  idalam iKantor iDistrik  iMulia  

iKabupaten  iPuncak  iJaya  i  i3 iTahun  iterakhir  

imenunjukkan  imasih  iada ibeberapa  iPegawai  

iNegeri  iSipil  iyang ipendidikannya  imasih  

irendah. 

Terbatasnya  iwewenang  iyang 

idimiliki  ipemerintah  iDistrik  iMulia  

iKabupaten  iPuncak  iJaya  idalam  

imengkalkulasikan  ikebijakan  

ipengembangan  ikapasitas  iAparatur  iSipil  

iNegara  imenjadi  iketerbatasan  iyang idiluar  
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ikemampuan  idistrik.  iKebijakan  idari  

ipemerintahan  idaerah  imenjadi  iobjek iutama  

iyang idijalankan.  iMaka ipenting  iketerlibatan  

ipemerintah  idaerah  idalam  

imengkalkulasikan  iprogram  ikebijakan  

ipengembangan  iKapasitas  iASN iperlu  

idiperhatikan.  iPartisipasi  iaktif 

ipemerintahan  idistrik  isangat  idiperlukan  

idalam  imembuat  ipengembangan  iASN ipada 

iKantor iDistrik  iMulia  idalam  iPendidikan  

iFormal  idan iPendidikan  iNon  iFormal. 

Untuk  imenjawab  ipertanyaan  

itentang  ifaktor-faktor iataupun  iprakondisi-

prakondisi  iyang  idiperlukan  idalam  

iimplementasi  iserta ipertanyaan  itentang  

ihambatan  iataupun  ikendala  iyang idapat  

imengakibatkan  igagalnya  isuatu 

iimplementasi  ibeberapa iahli 

imengemukakan  ibeberapa  imodel  iserta  

ifaktor-faktor iyang imempengaruhi  

iimplementasi  ikebijakan  idiantaranya  iadalah  

iGeorge  iC.  iEdwars  iIII i(dalam iWinarno, 2012)  

imenjelaskan  iempat ifaktor  iatau ivariabel  

ikrusial  idalam  iimplementasi  ikebijakan  

ipublik.  iModel  iimplementasi  iyang 

idikemukakan  ioleh iGeorge  iC.  iEdwards  iIII 

iterdiri  iatas  ivariabel-variabel  ia)  ikomunikasi;  

ib)  isumber-sumber;  ic)  iDisposisi  iatau itingkah  

ilaku-tingkah  ilaku,  idan  id)  istruktur  ibirokrasi. 

Dalam  ipenelitian  iterdahulu  Momor, 

dkk,  i(2020)  idengan  ijudul  i“Pengembangan  

iKompetensi  iAparatur iSipil  iNegara  iDi  iKantor  

iCamat  iLangowan iTimur  iKabupaten  

iMinahasa”.  iDengan  imenggunakan  imetode  

ipenelitian  ikualitatif,  ihasil  ipenelitian  idalam  

iuraiannya  ipeneliti  imenjelaskan  ibahwa  

ifaktor iakreditasi  ibadan  idiklat  iKabupaten 

iMinahasa  iadalah  isalah  isatu ifaktor iyang 

imenyebabkan  idiklat  ipengembangan  

ikompetensi  iaparatur  isipil  inegara  itidak  

idilaksanakannya  ioleh iBKD iKabupaten  

iMinahasa  itapi  idikerjasamakan  idengan  

idiklat  iprovinsi  iyang itelah  iterakreditasi  

isehingga  imasih  ibanyak  iaparatur  isipil  

inegara  iyang ihingga  ikini  ibelum imendapat  

ikesempatan  iuntuk  imengikuti  idiklat. 

Walaupun penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Momor (2020) telah 

membahas pengembangan kompetensi 

ASN di Kantor Camat Langowan Timur 

Kabupaten Minahasa dengan fokus pada 

keterbatasan akreditasi badan diklat 

sebagai hambatan utama, penelitian 

tersebut belum secara spesifik mengkaji 

faktor-faktor yang memengaruhi 

implementasi kebijakan pengembangan 

kapasitas ASN dalam konteks geografis, 

sosial, dan birokrasi yang kompleks seperti 

di Kabupaten Puncak Jaya. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengisi kesenjangan 

tersebut dengan menganalisis dan 

mendeskripsikan implementasi kebijakan 

pengembangan kapasitas ASN di Kantor 

Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya, 

termasuk faktor-faktor pendukung dan 

penghambatnya, sehingga dapat 

memberikan pemahaman yang lebih 

holistik terhadap konteks lokal yang 

beragam. 

 
 
i 

METODE PENELITIAN  

Penelitian  iini imenggunakan  imetode  

ipenelitian  ikualitatif.  iPenelitian  ikualitatif  

iadalah  ipenelitian  iyang ibertujuan  iuntuk  

imemahami  iperilaku,  ipersepsi,  imotivasi,  

itindakan  idan  ifenomena  ilain iyang idialami  

ioleh isubjek  ipenelitian  i(Moleong,  i2018:  i6), 

penelitian kualitatif dipilih karena mampu 

menggali secara mendalam proses, 

pengalaman, dan konteks sosial dalam 

implementasi kebijakan.  i  

Lokasi  ipenelitian  iini ibertempat  ipada  

iKantor iDistrik  iMulia  iKabupaten  iPuncak  

iJaya  ididasarkan  ipada ipertimbangan  ibahwa  

ipeneliti  imenangkap  iadanya  iindikasi  

imasalah  ikapasitas  isumber idaya iaparatur  

isipil  inegara  ipada  iKantor iDistrik  iMulia  

iKabupaten  iPuncak  iJaya. 



Tabuni, dkk – Implementasi Kebijakan Pengembangan Kapasitas Asn Pada Kantor Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya 

 

21 

 

Fenomena  ipenelitian  iini iberada  idi 

iKantor iDistrik  iMulia  iKabupaten  iPuncak 

iJaya.  iPada  ifenomena  ipenelitian  itersebut,  

ipeneliti  imelakukan  ipengamatan  ilangsung  i  

ipara  iaparatur  isipil  inegara  idi iKantor iDisrtik  

iMulia,  iKhususnya  ihasil  ipengamatan  iawal 

idimana  iterdapat  iPNS iyang  iberpendidkan  

iSD,  iSMP idan iSMA  imenduduki  iJabatan  

iPengawas  i(Eselon  iIV)  idengan  ipangkat  ijuru  

igolongan  iruang  iI/c  idan  iPangkat  iPengatur  

iMuda  igolongan  iruang  iII/a.  iHal  iini 

imengindikasikan  iadanya  ipotensi  imasalah  

idalam  ikapasitas  ipengembangan  iaparatur  

isipil  inegara  isetempat. 

Teknik  ipengumpulan  idata  idalam  

ipenelitian  iini iantara  ilain imenggunakan  

iwawancara  idengan iinforman  ipenelitian. 

Wawancara dilakukan secara langsung 

menggunakan panduan pertanyaan 

terstruktur untuk menggali informasi 

terkait implementasi kebijakan 

pengembangan kapasitas ASN.  iadapun 

informan yang diwawancarai adalah  

iKepala  iDistrik  iMulia  iKabupaten  iPuncak  

iJaya  idan iSekretaris  iDistrik  iMulia  

iKabupaten  iPuncak  iJaya. Informan dibatasi 

pada Kepala Distrik dan Sekretaris Distrik 

karena keduanya memiliki peran strategis 

yang relevan dengan kebijakan tersebut.   

Kemudian, observasi  idan 

idokumentasi  iyang idilakukan  idi iKantor  

iDistrik  iMulia  iKabupaten  iPuncak  iJaya. 

Tujuan dari Observasi untuk mengamati 

langsung aktivitas pegawai dan tata kelola 

pelayanan publik di Kantor Distrik Mulia 

untuk memahami proses implementasi 

kebijakan. Lalu Dokumentasi untuk 

mengumpulkan data tertulis, seperti 

laporan, kebijakan, dan dokumen 

pendukung lainnya yang relevan dengan 

pengembangan kapasitas ASN.  i 

Adapun  iProses  ianalisis  idata  

idilakukan  iyaitu idengan  ibeberapa  itahapan  

iyaitu ireduksi  idata, ipenyajian  idata  iserta  

ipenarikan  ikesimpulan  idan  iverifikasi yang 

diutarakan oleh Miles & Huberman (dalam 

Bungin, 2010). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Implementasi  iKebijakan  iPengembangan  

iKapasitas  iAparatur  iSipil iNegara iPada  

iKantor  iDistrik  iMulia  iKabupaten  iPuncak  

iJaya 
Implementasi ikebijakan  

ipengembangan  ikompetensi  iaparatur  iASN 

itersebut,  idiharapkan  idapat  imewujudkan  

iatau imenciptakan  iASN iyang imemiliki  

ikompetensi  itinggi  idalam imenjalankan  

itugas  idan  ijabatan  isecara  iprofesional.  iUntuk  

iitu,  isangat  iwajar iapabila  ipemerintah  idaerah  

imemberikan  iperhatian  iyang imemadai  

iterhadap  ipengembangan  ikompetensi  

iAparatur  iSipil  iNegara  i(ASN/PNS)  idaerah  

ibaik idari  isegi iperencanaan  iprogram,  

ipenyediaan  isarana  idan  iprasarana  imaupun  

ianggaran  iyang  imemadai.  iPembangunan  

idistrik  ibertujuan  iuntuk  imeningkatkan  

ikesejahteraan  imasyarakat  itingkat  idistrik  

idan ikemajuan  idistrik,  idari  idistrik  iyang 

itertinggal  imenjadi  idistrik  iyang  imandiri  idi  

idukung  ioleh iKapasitas  iASN idi iDistrik  iitu. 

Namun  iitu imemerlukan  iwaktu  iyang 

ilama,  iuntuk  iitu idibutuhkan  ikapasitas  idari  

ipada  iaparatur  idistrik iselaku iperancang  

ipembangunan  idistrik  iagar idapat  ibekerja  

isecara  imaksimal  iuntuk imewujudkannya. 

Berikut  ihasil  iolahan  idata  iwawancara  

ipeneliti  imengenai iIndikator  idan  isub  

iindikator  ipenelitian  itentang  i“Implementasi  

iKebijakan  iPengembangan iKapasitas  

iAparatur  iSipil  iNegara  iPada  iKantor iDistrik  

iMulia  iKabupaten  iPuncak  iJaya”  idalam  

iPengukuran  ipengembangan  ikapasitas  

iaparatur  idistrik  iberdasarkan  ikemampuan  

idasar idalam  ipenelitian  iini imeliputi:  i 

 

Pengembangan  iPengetahuan idan 

iKetrampilan iPegawai 

Pengembangan  ikapasitas  iaparatur  

idaerah  ikini  imenjadi  ihal iyang isangat  ipenting  

idemi  imemberikan  ikontribusi  isignifikan  
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ibagi iefektivitas  ipelaksanaan  iUndang-

Undang  iKabupaten/Kota,  iuntuk  

imewujudkan  idaerah  iyang  imaju,  imandiri  

idan isejahtera.  iTermasuk  ikemampuan  

idalam  ipelaksanaan  itugas  ipokok idan  ifungsi  

iaparatur  ipemerintahan  idi iDistrik  iMulia  

iKabupaten  iPuncak  iJaya. 

Pengadaan  ipelatihan  

iKepemimpinan  iStrutural,  ibaik iPendidikan  

iKepemimpinan  iAdministrator i  imaupun  

iPendidikan  iKepemimpinan  iPengawas  

idiselenggarakan  ioleh  iBadan  iKepegawaian  

iDaerah  i(BKD)  iberkerjasama  idengan  

iBPSDM  iyang iterakreditasi.  iPegawai  iyang  

idiwajibkan  imengikuti  iPelatihan  

iKepemimpinan  iStruktural  idi iantaranya  

ipegawai  iyang imemang  isudah  iwaktunya,  

iyakni  iyang isesuai  idengan  ipangkatnya,  

ijabatan  istruktural  iyang  isedang  idan iakan  

ididuduki,  iserta  ipegawai  iyang ibelum  ipernah  

imengikuti  ipelatihan  ikepemimpinan i  

istruktural. 
 

Sumber  iDaya 

Sumber idaya idalam  ihal iini 

imenyangkut  iaparatur  idi  iDistrik  iMulia  

imengenai  ipengembangan  ikapasitas  iASN.  i  

iAparatur  iDistrik  iMulia  iada ibeberapa  iorang 

isemenjak  itahun  i2020 iada i1 iorang  iyang 

imelaksanakan  itugas  ibelajar,  idan idi itahun  

i2022 iada  i6 iorang iyang imelakasanakan  iijin 

ibelajar.  i 

Berdasarkan  iwawancara  idengan  

iKepala  iDistrik  iMulia  idan  iSekretaris  iDistrik  

iKabupaten  iPuncak  iJaya  idiatas  imaka  idapat 

idisimpulkan  ibahwa,  iUpaya-upaya  idan 

ibentuk  i  imotivasi  ikepada  iPegawai  idalam  

imengembangkan iKapasitas  imelalui  

iPendidikan  iFormal  isangat  ibaik. 

Dari  ihasi  ipenelitian  idapat  idiketahui  

ibahwa  iAparatur  iDistrik  iMulia  iKabupaten  

iPuncak  iJaya  idalam imengembangkan  

iKapasitas  iASN,  idukungan  idari  iPemerintah  

iDistrik  itelah  iada,  idengan  iterbukti  idi itahun  

i2020 iada  i1 iorang  iPNS idan  idi itahun  i2022  iada  i6  

ioramg iPNS. 

Dalam  ipandangan  iEdward  iIII 

isumber  idaya  isebagai  idengan  iketersediaan  

isumber  idaya  ipendukung.  iPerintah-

perintah  iimplementasi  imungkin  iditeruskan  

isecara  icermat  idan isudah  idikomunikasikan  

isecara  ijelas  idan ikonsisten,  itetapi  ijika  ipara  

ipelaksana  ikekurangan  isumber-sumber  

iyang idiperlukan  iunutk  imelaksanakan  

ikebijakan-kebijakan,  imaka  iimplementasi  

icenderung  itidak  iefektif. 

 

Dispossi 

Pengembangan  iASN ipada  iKantor  

iDistrik  iMulia  idengan  ikepemimpian  iKepala  

iDistrik  itelah  iberupaya  inamun  ikendati 

idemikian  iterkendala  idengan  ipangkat  idan 

itingkat  iPendidikan  iASN. 

Dari ihasil  iwawancara  idapat  

idiketahui  ibahwa  iAparatur  iDitrik  iMulia  

iKabupaten iPuncak  iJaya  ipangkat  idan itingkat  

iPendidikan  iPNS  imasih  irendah,  inamun  

iupaya-upaya  idari  iKepala  iDistrik  isangat  iluar  

ibiasa  idengan  imeberikan  iijin  iuntk 

imelaksanakan  itugas  ibelajar idan  iijin  ibelajar. 

Dalam  ipandangan  iEdward  iIII 

idisposisi  isebagai  iwatak  idan  ikarakteristik  

iyang idimiliki  iimplementor,  iseperti  

ikesediaan,  ikomitmen,  ikejujuran,  isifat 

idemokratis.  iApabila  iimplementor  imemiliki  

idisposisi  iyang ibaik, imaka  idia  iakan  idapat 

imenjalankan  ikebijakan  idengan  ibaik iseperti  

iapa iyang  idiinginkan  ioleh ipembuat  

ikebijakan.  i 
 

Struktur  iBirokrasi 

Berdasarkan  ihasil  iwawancara  iyang 

idilakukan  ioleh ipeneliti  imengenai  

iImplementasi  iKebijakan  iPengembangan  

iKapasitas  iAparatur  iSipil  iNegara  iPada  

iKantor iDistrik  iMulia  iKabupaten  iPuncak  

iJaya,  idalam  ipertanyaan  iBagaimana  

imengukur  ipencapaian  iprogram  idalam  

ipelaksanaan  ikapasitas  iaparatur  ipemerintah  
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idistrik  idi ibidang  ipemerintahan  idistrik,  I 

Kepala  iDistrik  iMulia  iKabupaten  iPuncak  

iJaya,  imengatakan:  i 

 
”Bahwa imengukur ipencapaian  

program  iperlunya  iupayapeningkatan  

ikemampuan  ikompetensi  caparatur 

idisrik  imulia  idalam  ihal: iperencanaan  i,  

ipengorganisasian,  ipengarahan, 
pengendalian  ipengadaan  itenaga  

ikerja,  ipengembangan,  ikompensasi,  

iintegrasi,  ipemeliharaan,  idisiplin  idan 

ipemutusan  ihubungan  ikerja".  I 

(Hasil  iwawancara,  i20 iJuni  i2023) 
 
Dalam  ipandangan  iEdward  iIII 

istruktur  ibirokrasi  isebagai  istruktur  

iorganisasi  iyang  ibertugas  

imengimplementasikan  ikebijakan  imemiliki  

ipengaruh  ikebijakan  iyang isignifikan.  

iStruktur  ibirokrasi  iberkenaan  idengan  

ikesesuaian  iorganisasi  ibirokrasi  iyang 

imenjadi  ipenyelenggara  iimplementasi  

ikebijakan  ipublik. 

 

Faktor  iPendukung  idan iPenghambat  

iImplementasi  iKebijakan  iPengembangan  

iKapasitas iAparatur  iSipil iNegara iPada  

iKantor  iDistrik  iMulia iKabupaten  iPuncak  

iJaya 

Faktor ipendukung  idan ipenghambat  

iImplementasi  iKebijakan  iPengembangan  

iKapasitas  iAparatur  iSipil  iNegara  iPada  

iKantor iDistrik  iMulia  iKabupaten  iPuncak 

iJaya  iyaitu ifaktor iinternal  idan ieksternal,  

idiantaranya  i: 
 

Faktor  iInternal i 

Pelaksanaan  iPengembangan  

ikapasitas  iASN ipada iKantor  iDistrik  iMulia  

idari  iPimpinan  idalam  ihal  iini iKepala  iDistrik  

isangat  imendukung  isesuai  iaturan  iyang 

iberlaku  idalam  iUndang-Undang  iNomor i5 

iTahun  i2014 itentang  iAparatur  iSipil  iNegara.  

iDalam  iUU  iNo.  i5 iTahun  i2014  i(pasal  i70)  

iditegaskan:  i(1)  isetiap  ipegawai  iASN 

imemiliki  ihak idan ikesempatan  iuntuk  

ipengembangan  ikompetensi,  iantara  ilain 

imelalui  ipendidikan  idan ipelatihan  i(diklat), 

ikursus,  iseminar,  idan ipenataran.  

iPelaksanaan  iPendidikan  iKepemimpinan  

imelalui  iperaturan  iLembaga  iAdministrasi  

iNegara  i  iRepublik  iIndonesia  i(LAN iRI)  i 

inomor i5 itahun  i2022 itentang  

iPenyelenggaraan  iPelatihan  iStruktural  

iKepemimpinan.  iPelatihan  iKepemimpinan  

iditingkat  iDistrik  iyaitu iPelatihan  

iKepemimpinan  iAdministrator  i(PKA)  i  idan 

iPelatihan  iKepemimpinan  iPengawas  i(PKP).  

iAktualisasi  iKepemimpinan  i  iAdministrasi  

iyaitu iaktualisasi  ikepemipinan  ikinerja  idan 

iaktualisasi  iKepemimpinan  iPegawas  iyaitu 

iPelayanan. 

Peraturan  iDaerah  inomor i  i4 itahun 

i2018 itentang iKepegawaian  iDaerah  iSetiap  

iPNS  imempunyai  ihak iuntuk  

imengembangkan  ikompetensi  imelalui  

iPendidikan  idan ipelatihan,  iseminar,  ikursus 

idan ipenataran.  iBagi  iorang iAsli  iPapua  i(OAP) 

idiberikan  iruang  iseluas-luasnya  iuntuk  

imengikuti  iPendidikan  ilanjut  imelaui  itugas  

ibelajar idan iijin  ibelajar.  iPangkat  i  idan itingkat  

iPendidikan  iyang  imenghambat  idalam  

imengikuti  iKegiatan  iPelatihan  

iKepemimpinan  iStruktural  ibaik 

iAdministrator  idan iPelatihan  

iKepemimpinan  iPengawas. 

 

Faktor  iEksternal 

Terdapat  idua  ifaktor  iekternal  iyaitu  

ifaktor ilingkungan  idimana  ifaktor  

ilingkungan  iini idalam  ibudaya  ikerja  idimana  

idi iDsitrik  iMulia  imayoritas  iPNS  idengan  

itingkat  iPendidikan  irendah  inamun  

iKepemimpinan  iKepala  iDistrik  iMulia  

imemiliki  iDisiplin,  idalam  imememimpin  

istafnya  isehingga  iPelaksanaan  iTtugas  idan 

itanggungjawab  istaf  idapat  iberjalan  idengan  

ibaik. 

Berdasarkan  ihasil  iwawancara  idiatas 

idapat  idisimpulkan  ibahwa  iaparatur  isipil  

inegara  idi iKatntor iDistrik  iMulia  



JURNAL KEBIJAKAN PUBLIK , Vol. 7  No. 1 April 2024 

 

24 

   

imelaksanakan  itugas  idengan  ibaik, 

iberperilaku  ibaik iwalaupun  iPendidikan  

imasih  irendah  idan ibelum  imengikuti  

iPelatihan  iKepemimpinan  inamun  iKepala  

iDistrik  imemberikan  icontoh  isuri  itauladan  

iyang ibaik ibagi istaf  iyang idipimpinnya.  i 

Berikutnya  ifaktor  isumber idaya  

idimana  iupaya-upaya  idalam  

imerekomendasikan  istaf  iuntuk  iijin  idan itugas  

ibelajar  itelah  idilaksanakan  isecara  ibertahap,  

iwalaupun  ihanya  imelalui  ipersetujuan 

iKepala  iDistrik  iMulia  isudah  isekitar i8 iorang 

iyang imelaksanak  iijin  ibelajar idan itugas  

ibelajar  itanpa  ibantuan  idari  iPemerintah  

iDaerah  inamun  iusaha  isendiri,  idiketahui  

idalam  iaturan  idalam  imelaksanakan  iijin 

ibelajar  imaupun  itugas  ibelajar iharus  

imemiliki  ipersetujuan  i  iSurat  iKeputasan  idari  

iBupati  iPuncak  iJaya. 
 

Sesuai  idengan  iUndang-Undang  

iNomor i5 iTahun  i2014  itentang  iAparatur  iSipil  

iNegara.  iDalam  iUU  iNo.  i5 iTahun  i2014 i(pasal 

i70)  iditegaskan:  i(1) isetiap  ipegawai  iASN 

imemiliki  ihak idan ikesempatan  iuntuk  

ipengembangan  ikompetensi,  iantara  ilain 

imelalui  ipendidikan  idan  ipelatihan  i(diklat),  

ikursus,  iseminar,  idan ipenataran.  i(2)  iDalam  

ipengembangan  ikompetensi  isetiap  iInstansi 

iPemerintah  iwajib imenyusun  irencana 

ipengembangan  ikompetensi  itahunan  iyang 

itertuang  idalam  irencana  ikerja  ianggaran  

itahunan  iinstansi  imasing-masing.  ioleh 

ikarena  iitu idalam  iUndang-Undang  iRepublik  

iIndonesia  iNomor i  i5 iTahun  i2014 itentang  

iAparatur  iSipil  iNegara  iPasal  i55 iayat  i1 

iManajemen  iPNS  ipada  ihuruf  id itentang  

iPengembangan  iKarier  iPNS  imelalui  

ipelaksanaan  iPeraturan  iPemerintah  

iRepublik  iIndonesia  iNomor i17  itahun  i2020  

itentang  iperubahan  iPeraturan  iPemerintah  

iRI inomor  i11 itahun  i2017 itentang  imanajemen  

iPNS ipada  ipasal  i  i162 itentang  iPengembangan  

iKarier,  iPengembangan  iKompetensi,  idan 

iSistem  iInformasi  iManajemen  i  iKarier,  

iPelatihan  iKepemimpinan  iManajerial  idan 

iPeraturan  iLAN iRI  iNomor  i5 itahun  i2022,  

ipasal  i27 idan i28 itentang  iPenyelenggaraan  

iPelatihan  iStruktural  iKepemimpinan  

idilaksanakan  imelalui  iPelatihan  iStruktural  

isebagai  iberikut  i:  i 

1. Kepemimpinan  iMadya; 

2. Kepemimpinan  iPratama; 

3. Kepemimpinan  iAdministrator;  idan 

4. Kepemimpinan  iPengawas.  i 
 

Setiap  iPNS  imempunyai  ihak iuntuk  

imengembangkan  ikompetensi  imelalui  

iPendidikan  idan ipelatihan,  iseminar,  ikursus 

idan ipenataran.  iBagi  iorang iAsli  iPapua  i(OAP) 

idiberikan  iruang  iseluas-luasnya  iuntuk  

imengikuti  iPendidikan  ilanjut  imelaui  itugas  

ibelajar idan  iijin  ibelajar. 

Pengembangan ikapasitas  iaparatur  

idaerah  ikini  imenjadi  ihal iyang isangat  ipenting  

idemi  imemberikan  ikontribusi  isignifikan  

ibagi iefektivitas  ipelaksanaan  iUndang-

Undang  iKabupaten/Kota,  iuntuk  

imewujudkan  idaerah  iyang imaju,  imandiri  

idan isejahtera.  iTermasuk  ikemampuan  

idalam  ipelaksanaan  itugas  ipokok idan  ifungsi  

iaparatur  ipemerintahan  idi iDistrik  iMulia  

iKabupaten  iPuncak  iJaya.  i 

Untuk  iKepala  iDistrik,  iSekretaris  

iDistrik,  idan  iKasubag  iKeuangan  itelah  

imemenuhi  isyarat  isesuai  idengan  iPeraturan  

iLAN inomor  i5 itahun  i2022,  idalam imengikuti  

iPelatihan  ikepemimpinan  iAdministrator  

imaupun  iPelatihan  ikepemimpinan  

ipengawas  isedangkan  iPlj.  iKepala  iSub  iBagian  

iUmum,  iPlj  iKepala  iSeksi  iPemerintahan,  iPlj.  

iKepala  iSeksi  i  iKetertiban  idan ikeamanan,  iPlj.  

iKepala  iSeksi  iPerekonomian  idan 

ipembangunan  iserta  iPlj.  iKepala  iSeksi  

iKesejahtaeraan  iSosial  ibelum  imemenuh  

ipersyaratan  isesuai  idengan  iPeraturan  iLAN 

inomor i5 itahun  i2022 iterhambat  idengan  

ipangkat  idan iPendidikan. 

Upaya-upaya  iyang idilakukan  

iKepala  iDistrik  iMulia  idengan  imembuat  
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isurat  ipermohonan  iperihal  imengikuti  

iPelatihan  iKepemimpinan  iStrutural  ibaik iitu  

iPelatihan  iKepemimpinan  iAdministrator  

i(PKA)  idan iPelatihan  iKepemimpinan  

iPengawas  i(PKP)  ikepada  iBupati  iPuncak  iJaya 

imelalui  i  iBadan  iKepegawaian  iPendidikan  

idan iPelatihan  iDaerah  i(BKPPD)  iKabupaten  

iPuncak  iJaya.  iSedangkan  ibagi ipara  ipejabat 

ieselon i4 iyang imasih  iberpendidikan  iSMA  idi  

irekomendasi  iuntuk  imenlajutkan  itugas  

ibelajar  iataupun  iijin  ibelajar ipada  iperguruan  

itinggi  idi iunevisertas  iterbuka  iperwakilan  

iKabupaten  iPuncak  iJaya,  isementara  iyang 

imasih  iberpendidikan  iSD idirekomendasi  

idiberikan  iijin  imengikuti  ipaket  iB idan  iPaket  iC 

ipada  iPendidikan  inon iformal  iyang  

idiselenggarakan  ioleh iDinas  iPendidikan  idan 

iKebudayaan  iKabupaten  iPuncak  iJaya. 

 
KESIMPULAN 

Implementasi kebijakan 
pengembangan kapasitas Aparatur Sipil 
Negara (ASN) di Kantor Distrik Mulia, 
Kabupaten Puncak Jaya, telah berjalan 
dengan baik. Dari sisi komunikasi, 
pemahaman terkait pengembangan 
kapasitas ASN di Distrik Mulia cukup baik. 
Sumber daya manusia di distrik ini juga 
menunjukkan pemahaman yang memadai 
dalam hal pengembangan kapasitas ASN. 
Meskipun demikian, disposisi 
pengembangan ASN yang diupayakan 
oleh Kepala Distrik masih terkendala oleh 
tingkat pangkat dan pendidikan ASN. 
Sementara itu, struktur birokrasi telah 
mencakup aspek perencanaan, 
pengorganisasian, pengarahan, 
pengendalian, pengadaan tenaga kerja, 
pengembangan, kompensasi, integrasi, 
pemeliharaan, disiplin, hingga pemutusan 
hubungan kerja. 

Faktor pendukungnya antara lain 

adalah komunikasi yang efektif dalam 

pemahaman pengembangan kapasitas 

ASN, serta dukungan yang kuat dari 

Kepala Distrik yang berperan penting 

dalam mendorong upaya pengembangan 

ASN. Selain itu, sumber daya manusia di 

Distrik Mulia juga sudah memahami 

pentingnya pengembangan kapasitas ASN. 

Namun, terdapat beberapa faktor 

penghambat, seperti terbatasnya pangkat 

dan tingkat pendidikan ASN yang menjadi 

kendala dalam pengembangan kapasitas. 

Faktor eksternal yang mempengaruhi 

adalah lingkungan sekitar dan 

ketersediaan sumber daya yang masih 

perlu ditingkatkan untuk mendukung 

implementasi kebijakan ini secara 

maksimal. Struktur birokrasi yang 

mencakup perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, pengendalian, pengadaan 

tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, 

integrasi, pemeliharaan, disiplin, dan 

pemutusan hubungan kerja juga berperan 

dalam mendukung kebijakan ini. 

 

REKOMENDASI  

Rekomendasi dari hasil penelitian 

ini adalah Pertama, Sebaiknya  iperlu  ijuga  

idukungan  idari  istaf  isendiri  idalam  

imengembangan  ikapasitas  iASN iterutama  

idalam  ipendidikan  iformal. Kedua, Kepala  

iDistrik  idalam  imengembangan  ikapasitas  i  

iASN imelalui  iPelatihan ikepemimpinan  

iadministrator  idan  iPelatihan  iPengawas  

isangat  ipenting  iuntuk  idiusulkan  ikepada  

iBupati. 
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